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PENETAPAN
Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Utj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
Penggugat, NIK 1407037009960001, Tempat Tanggal Lahir Sintong 30
September 1996, Agma Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Staf Kantor Desa, Alamat XXXX, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
sebagai Penggugat;
Melawan
Tergugat, NIK 1407033110930001, Tempat Tanggal Lahir Sintong 31
Oktober 1993, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Wirawasta, Alamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor
429/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 12 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
368/12/1X/2019, tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor
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Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai
suami istri dirumah orang tua Penggugat yang beralamat Jl. Gelugur, RT.002,
RW.003, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah
kerumah kontrakan yang beralamat Jl. Mesjid, RT.001, RW.002,
Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat JI.
Mesjid, RT.001, RW.002, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau , sedangkan Penggugat pulang
kerumah orang tua nya yang beralamat Jl. Gelugur, RT.002, RW.003,
Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang Bernama;

5.1 Anak |, yang lahir pada tanggal 30 Desember 2019;
5.2 Anak Il, yang lahir pada tanggal 07 Januari 2024;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak Tahun 2023 antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat antara lain adalah :

7.1.Tergugat diketahui mengkonsumsi Narkoba;
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7.2.Tergugat selalu meminjam hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan
membeban kan kepada Penggugat;

7.3.Tergugat diketahui sering mencuri seperti pernah mencuri barang
pertamina dan barang barang desa;

7.4.Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

7.5.Tergugat pernah menjual mobil milik bersama Penggugat tanpa
sepengetahuan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak
Desember 2023, Ketika itu Tergugat sering mencuri oleh Penggugat,
kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dam Tergugat, setelah itu
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat yang beralamat JI. Mesjid, RT.001, RW.002,
Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan
Hilir, Provinsi Riau , sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua nya
yang beralamat JI. Gelugur, RT.002, RW.003, Kepenghuluan Sintong Pusaka,
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riaudan sekarang
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi kurang lebih
6 (enam) bulan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh
keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

11. Bahwa Pengugat tidak mampu membayar biaya perkara itu sesuai dengan
Surat Keterangan Kurang Mampu No. 180/SKKM/SP/VI/2024 yang
dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sintong pusaka Kecamatan Tanah Putih;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil
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Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya mejatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat); terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan
yang sabh;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap
telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,
maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

menyatakan sah pencabutan tersebut;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Ry;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
429/Pdt.G/2024/PA.Utj dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus
tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA
Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2024;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaiji, Lc.,
M.S.l. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin,
S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.1.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Rizal Sidig Amin, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 60.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 370.000,00,-
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